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NOMOR 36 TAHUN 19986
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

: bahwa guna penanggulangan serta pencegahan terhadap

terjangkitnya penyakit hewan ternak dalam rangka
usaha kesehatan hewan ternak khususnya yang
diperdagangkan di pasar-pasar hewan dalam Kabupaten
Daerah Tingkat 1II Sidoarjo, maka dipandang perlu
untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan ternak
tersebut vang ketentuan-ketentuannya dituangkan
dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomecr 12 +tahun 1980 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto
Undang-undang Ncmor 2 tahun 1985 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya : .

2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah :

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1887 tentang
Kesehatan Hewan :

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

. Peraturan Pemerintah Nomcr 15 Tahun 1877 tentang
Pemeriksaan. pencegahan dan Pengobatan Penyakit
Hewan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor Z7 Tahun 1883 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Hukum
Pidana ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penvelenggaraan Dtonomi Daerah dengan titik berat

cpaua baeran Tingkat II ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penyerahan sebazian urusan Pemerintahan kepada 286
(dua puluh enam) Daerah Tingkatil Percontchan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomcr 84 Tahun

1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 105 Tahun 1995

tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan OQtonomi

Daerah pada Daerah Tingkat II

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 8 Tahun 1989 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Propinei Daerah

(v)

[
[

Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan_

Kepada Daerah Tingkat II ;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor 4 Tahun 18988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Eidoarjo;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daeralh Kabupaten
Daeran Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sidoarjo,

Menetapkan

MEMUTUSXKAN

: PERATURAN DAERAH [KABUPATEN DAERAH  TINGKAT II

SIDOARJO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJC

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal i

- Dalam Peraturan Daerah ini vyang dimaksud
dengan :
a. Daerah, 'adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

c¢. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sidoarjo :

d. Dinas Pendapatan Daerah . adalah Dinas
Pendapatan Daeralh Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo ;

e. Dinas Peternakan Daerzh, adalah Dinas Peternakan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kerala Dinase
Peternakan Daerah XKabupaten Daerah Tingkat II
Sidocarjo :

g. Surat Reterangan Kesehatan Ternak. adalah Surat
Keterangan vyang berisi tentang Kesehatan dan

hal-hal vang berkailtan dengan ternak vang
diperiksa.

BAB II
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 2

Bagi Pemilik atau pedagang ternak vang
memperdagangkan ternaknya dan atau tukar menukar
ternak di Daerah terlebih dahulu harus memeriksakan
kesehatan ternaknya kepada Pejabat Dinaz Peternakan
Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.




Pazsal 3

(1) Sebagai bukti telah diperiksa kepada pemilik
atau pedagang ternak diberikan Surat Keterangan
Kesehatan Ternak :

(2) Surat Keterangan Kesehatan dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini berlaku selama 7 (tujuh) hari
terhitung mulai tanggal pemeriksaan :

{(3) Surat Keterangan Kesehatan Ternak vyang telah
dimiliki ocleh pemilik atau pedagang ternak harus
disimpan dengan baik dan sewaktu-waktu ada
pemeriksaan oleh petugas maka pemilik atau
pedagang ternak wajib  menunjukkan Surat
Eeterangan tersebut.

Pa=zal 4

Ternak yang menurut hasil pemeriksaan
ternyata menderita atau diduga menderita penyakit
menular dilarang diperdagangkan dan harus dipisahkan
dengan ternak la*nnya serta diadakan tindakan lebih
lanjut.

BAB I11
KETENTUAN RETRIBUSI

> Pasal b

(1) Terhadar pemilik atau pedagang ternak vang
ternagnya diperiksa kesehatannya dikenakan
retribusi ;
(2) Besarnya retribusi setiap pemeriksaan ditetapkan
sebagai berikut
a. Untuk seekor sapi, kerbau atau kuda sebesar
Rp. 1.000,00 {(seribu rupiah) ;

b. Untuk seekor kambing atau domba sepesar
Rp. 500,00 (lima ratus rupish) :

¢. Untuk seekor babi sebesar Rp. 1.500,00
{seribu lima ratus rupiah) ;

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi dimaksud pada
ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, disetor ke
Kaz Daerah meialui Bendaharawan Penerima/Penyetor
pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 2. 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam
dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00
{lima puluh ribu rupiah) ;




(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
adalah Pelanggaran.

BEAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

WOT L, e

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum wvang bertugas
menyidik tindak pidansa, penyidikan etaz tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Feraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Femerintah Dasrah yang pengangkatanyva
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku :

(2) Dalam melaksanzkan tugaz penyidikan, Penyidik

<~\ . Pegawai Negeri Sipil seoagaimana dimaksud
N/ ' ayat (1) Pasal ini berwsnang :
a. menerima laporan atan rangaduan dari

seseorang tentang acanya tindak pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada sasat itu
ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan :
menyuruvh berhentl szesecrang tersangka dan
melakukan pemeriksaan :
. melakukan penyitaasn benda atau surat :
mengambil sidik jari dan memotret sesecrang ;
memanggil orang untuk didengar dan dlper’“
sebagal tersangka ztau saksi ;
. mendatangkan orang ahli yvang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
mengadakan penghentian penyidikan eetelah
mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak
i" ; terdapat cukup bukii atau peristiwa tersebut
l (:7 \ bukan merupakan tirnds) pidana dan zelanjutnya
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melalui penyidik memberitshukarn hal tersebut
kepada penuncut umum, tersangka atau
keluarganya.

AEBE VI
TUAN PENUTUP

s
&

——————

Hal-hal vang belum diatur dalanm Peraturan
Daerah ini sepaniang mengenzi pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut olesn Kepala Daerah

Pazal 10

Peraturan Daeranh ini mvlai berlaku pada
tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah @ ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I DOARJO
Pada tanggal : 7 Maret 1896
KETTJIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGEKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO SIDOARJO
ttd ttd
Drs. SOETOMO SOEDJITO

Disahkan dengan Keputusan Cubsernu:r Kepala Dzerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 29 April 1998 Nomor 172/P Tahun 1898,

An. GUBERNUR KSPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sakretaris Wllayah/Daerah
ttd

Drs, MOH.SAFII AS“ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TingkaT 11

vSidqarjo Nomor 12 Tahun 199€ Seri B pada tanggal 22 Mei 199°2.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJDO
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

SQENJOTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. £10 068 733

,°§§I§&P~@ESUAI DENGAN ASLINYA
whilS WILAYAH/DAERAH




PENJELAGSAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 1998
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

2ENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha peningkatan atau pelayanan terhadap
masyarakat atau pelaksanzan pembangunan di Daerah dalam mewujudkan
Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta guna mewujudkan secara
berdayaguna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan di
bidang peternakan. maka diperlukan adanya berbagai upaya vyang
diarahkzan untuk maksud dan tujuan tersedbut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas. maka penyakit hewan
{ternak) yang dapat menimbulkan penularan, penurunan daya produksi
dan populasi serta kematian terhadap ternak tersebut sangat
diperlukan adanya penolaxan, pencegahan serta pemberantasannya.

Sebagai tindak lanjut serta dalam rangka menggalli sumber
Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu
menetapkan ketentuan pemeriksaan keschatan ternak Kabupaten Daerah
Tingkat II Sidoarje. vyang selanjutaye dituangkan dalam suatu
Peraturan Daerah.

Pasal 1 s/4 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : a. Bentuk, warna serta isi Surat
Keterangan Kesehatan Ternak
dimeksud pada ayat (1) Pasal 3
Peraturan Daerzh ini akan
ditetapkan lebih lanjut coleh Kerala
Dasrah.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pagal 4 s/d 10 : Cukup jelas




